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ABSTRACT 

The Government Internal Control System is a crucial instrument in safeguarding the 
accountability of regional performance and finances in order to achieve clean governance. The 
research method uses a normative and empirical juridical approach, using secondary and 
primary data, obtained from literature studies and field studies, and data analysis with 
qualitative juridical analysis. The implementation of the Government Internal Control System 
at the East Lampung Regency Inspectorate is starting to move towards a preventive 
paradigm, but it is not yet optimal due to operational and cultural constraints. Supervision by 
inter-governmental oversight officials is hindered by the limited number and expertise of 
auditors, the wide scope of inspections down to the village level and the lack of e-audit 
facilities. There is also a low understanding of risk management among auditees. Resolving 
this requires affirming the regional budget for modernising facilities and strengthening the 
commitment of risk-aware officials to achieve good governance. Factors hindering the 
implementation of the Government Internal Control System in East Lampung Regency include 
structural and cultural obstacles. Structural obstacles involve a shortage of expert auditors, 
wide geographical coverage and limited e-audit facilities. The solution requires budget 
support for modernising oversight facilities and restructuring work culture to uphold public 
accountability. The East Lampung Regency government needs to allocate the regional budget 
proportionally to modernise monitoring facilities, especially digital auditor certification and 
integrated e-audit facilities. In addition, the Inspectorate along with heads of regional 
organisations must build a collective commitment to internalise a risk-aware work culture to 
speed up follow-up on audit recommendations. 

 
Keywords : The Government Internal Control System; Inspectorate; Inhibiting 
Factors; East Lampung. 

 

ABSTRAK 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan instrumen krusial dalam mengawal 
akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 
bersih. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, 
menggunakan data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi 
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lapangan dan analisis data dengan analisis yuridis kualitatif. Implementasi SPIP pada 
Inspektorat Kabupaten Lampung Timur mulai mengarah pada paradigma preventif, tetapi 
belum optimal akibat kendala operasional dan kultural. Pengawasan APIP terhambat oleh 
keterbatasan jumlah dan keahlian auditor, luasnya objek pemeriksaan hingga tingkat desa serta 
minimnya sarana e-audit. Rendahnya pemahaman manajemen risiko dari auditee. 
Penyelesaiannya menuntut afirmasi anggaran daerah untuk modernisasi sarana serta penguatan 
komitmen aparatur yang sadar risiko demi mewujudkan good governance. Faktor Penghambat 
implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Lampung Timur meliputi 
kendala struktural dan kultural. Hambatan struktural mencakup minimnya auditor ahli, luasnya 
jangkauan geografis dan keterbatasan fasilitas e-audit. Solusinya memerlukan dukungan 
anggaran untuk modernisasi sarana pengawasan dan restrukturisasi budaya kerja guna 
menegakkan akuntabilitas publik. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur perlu 
mengalokasikan anggaran daerah secara proporsional untuk memodernisasi sarana 
pengawasan, khususnya sertifikasi digital auditor dan fasilitas e-audit terintegrasi. Selain itu, 
Inspektorat bersama pimpinan organisasi perangkat daerah harus membangun komitmen 
kolektif untuk menginternalisasikan budaya kerja sadar risiko guna mempercepat tindak lanjut 
rekomendasi hasil audit. 

 
Kata Kunci : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Inspektorat; Faktor Penghambat; 

Lampung Timur. 
 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menuntut setiap 

penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, 

akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum. Dalam konteks otonomi daerah, 

pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan tersebut harus diimbangi dengan 

sistem pengawasan yang efektif agar pelaksanaan pemerintahan daerah berjalan 

sesuai dengan prinsip good governance dan terhindar dari penyimpangan administrasi 

maupun penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, pengawasan internal 

menjadi salah satu instrumen penting dalam menjamin terciptanya tata kelola 

pemerintahan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab (Wang & Ran, 2023). 

Sebagai upaya memperkuat sistem pengawasan internal, pemerintah 

menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP merupakan suatu proses yang 

dilaksanakan secara berkesinambungan oleh pimpinan dan seluruh aparatur 

pemerintah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan 

organisasi melalui penyelenggaraan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan 

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan. Implementasi SPIP menjadi bagian yang tidak terpisahkan 

dari penyelenggaraan pemerintahan karena berfungsi sebagai mekanisme 

pengendalian yang mampu mengidentifikasi risiko, mencegah terjadinya 
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penyimpangan, serta meningkatkan akuntabilitas dan kinerja organisasi 

pemerintahan (Renz, 2016). 

Dalam pelaksanaannya, Inspektorat Kabupaten sebagai Aparat Pengawasan 

Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam mengawal penerapan SPIP 

di lingkungan pemerintah daerah. Fungsi Inspektorat tidak hanya terbatas pada 

kegiatan audit dan pemeriksaan, tetapi juga mencakup pembinaan, konsultasi, 

evaluasi, pemantauan, serta pemberian rekomendasi perbaikan terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Efektivitas fungsi pengawasan Inspektorat 

sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi SPIP, kompetensi sumber daya 

manusia, independensi auditor, dukungan sarana dan prasarana, serta komitmen 

seluruh perangkat daerah dalam membangun budaya pengendalian intern. Apabila 

unsur-unsur tersebut belum berjalan secara optimal, maka fungsi pengawasan 

internal akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan (Djiloy, 2016). 

Inspektorat Kabupaten Lampung Timur sebagai unsur pengawas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah masih menghadapi berbagai tantangan dalam 

mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara optimal. 

Berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki 

kompetensi pengawasan, koordinasi antarperangkat daerah yang belum optimal, 

pemahaman terhadap regulasi SPIP yang belum merata, serta belum kuatnya budaya 

pengendalian intern, berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi 

pengawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi SPIP tidak hanya 

dipengaruhi oleh aspek regulasi, tetapi juga oleh faktor kelembagaan, sumber daya, 

dan budaya organisasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan 

untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap efektivitas fungsi 

pengawasan Inspektorat Kabupaten Lampung Timur serta mengidentifikasi faktor-

faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. 

Tinjauan Umum tentang Negara Hukum 

Konsep negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Hukum tidak hanya 

dipengaruhi oleh aspek ideologis, politik, sosial, dan budaya, tetapi juga berfungsi 

mengatur, mengintegrasikan, dan menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam 

masyarakat guna mewujudkan keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan ketertiban 

(Hariyanto, 2020). Menurut (Saputra et al., 2024), hukum merupakan seperangkat 

kaidah dan asas yang mengatur kehidupan masyarakat serta didukung oleh 

kelembagaan yang mampu mewujudkan penerapannya. Sejalan dengan pandangan 

(Awaluddin et al., 2020), hukum berfungsi sebagai a tool of social engineering, yaitu 

instrumen yang mampu mendorong perubahan sosial menuju tata kehidupan yang 

lebih baik. Sementara itu, (Moho et al., 2022) menjelaskan bahwa efektivitas sistem 
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hukum ditentukan oleh tiga komponen utama, yaitu substansi hukum (legal 

substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture), yang 

secara bersama-sama menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan publik. 

Dalam konteks negara hukum modern, penyelenggaraan pemerintahan harus 

berlandaskan prinsip supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, persamaan di 

hadapan hukum, serta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) (Nor, 

2025). Negara tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga bertanggung 

jawab mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang akuntabel dan 

berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tidak hanya ditentukan oleh 

keberadaan regulasi, tetapi juga oleh profesionalisme aparatur, integritas organisasi, 

dan budaya hukum yang mendukung pengawasan internal. Dengan demikian, 

implementasi SPIP merupakan bagian dari upaya mewujudkan prinsip negara 

hukum melalui penguatan fungsi pengawasan, pencegahan penyimpangan, serta 

peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

Tinjauan Umum Pemerintahan Daerah 

Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki kewenangan untuk 

menyelenggarakan pemerintahan, menetapkan kebijakan, serta menegakkan hukum 

dalam rangka mewujudkan tujuan negara dan kesejahteraan Masyarakat (Agusta & 

Jaya, 2021). Secara konseptual, pemerintah mengacu pada aparatur atau lembaga 

yang menjalankan kekuasaan negara, sedangkan pemerintahan merupakan proses 

penyelenggaraan fungsi, tugas, dan kewenangan pemerintahan. Dalam konteks 

negara hukum, pemerintah berperan sebagai pelaksana kebijakan publik yang 

bertanggung jawab mengarahkan pembangunan, memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, serta memastikan seluruh aktivitas pemerintahan berjalan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan (Sudianing & Seputra, 2019). 

Pemerintahan daerah merupakan bagian dari sistem pemerintahan nasional 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi daerah 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, 

pemberdayaan, dan pembangunan daerah. Pelaksanaan otonomi memberikan 

kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola potensi dan kebutuhan 

lokal dengan tetap berpedoman pada norma hukum nasional, sehingga diperlukan 

tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam 

pelaksanaannya, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat 

dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat, serta 

didukung oleh sistem pengawasan internal yang kuat melalui peran Inspektorat 

sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) guna menjamin akuntabilitas, 

mencegah penyimpangan, dan mewujudkan prinsip good governance (Novitasari & 
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Noor, 2022). 

Otonomi Daerah dan Asas-Asas Otonomi Daerah 

Otonomi daerah merupakan pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada 

daerah otonom untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penerapan otonomi daerah bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan 

pemerintahan, pemerataan pembangunan, serta kualitas pelayanan publik melalui 

pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (Nurmandi et 

al., 2021). Desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk 

mengelola urusan pemerintahan sesuai karakteristik wilayah, sedangkan 

dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan administratif dari pemerintah 

pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Adapun tugas pembantuan 

merupakan penugasan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih 

tinggi kepada daerah untuk melaksanakan urusan tertentu disertai dukungan 

pendanaan, sarana, dan sumber daya. Menurut (Erlanda & Rahmadanik, 2023), 

otonomi daerah tidak hanya dipahami sebagai pembagian kewenangan administratif, 

tetapi juga sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan yang bertujuan memperkuat 

penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Pelaksanaan otonomi daerah harus berlandaskan prinsip otonomi yang luas, 

nyata, dan bertanggung jawab agar mampu mendorong terwujudnya tata kelola 

pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan 

masyarakat. Keberhasilan otonomi daerah ditentukan oleh kemampuan pemerintah 

daerah dalam mengoptimalkan potensi daerah, meningkatkan kemandirian fiskal, 

menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, serta menerapkan prinsip 

transparansi dan akuntabilitas (Sayekti et al., 2021). Selain itu, pengawasan 

masyarakat, integritas aparatur, dan sistem pengendalian intern yang efektif menjadi 

faktor penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, otonomi daerah tidak 

hanya dimaknai sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada 

daerah, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan good governance, 

memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Kamarasyid, 2019). 

Kebijakan Publik  

Kebijakan publik merupakan instrumen hukum yang dibentuk untuk 

mengakomodasi berbagai kepentingan, baik kepentingan negara, masyarakat, 

maupun individu, dengan tujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan 

kesejahteraan sosial. (Permatasari, 2020) menjelaskan bahwa hukum merupakan 

seperangkat norma yang bersifat mengatur dan memaksa sehingga mampu menjamin 
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kepatuhan masyarakat melalui penerapan sanksi terhadap setiap pelanggaran. Dalam 

konteks tersebut, kebijakan publik menjadi produk hukum yang berfungsi sebagai 

pedoman pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik. Sejalan 

dengan itu, (Ramdhani & Ramdhani, 2017) mendefinisikan kebijakan sebagai pola 

tindakan yang dirancang pemerintah untuk menangani permasalahan tertentu, 

sedangkan (Mansur, 2021) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan segala 

sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan dalam 

menjalankan fungsi pemerintahan. 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kebijakan publik harus disusun 

berdasarkan asas legalitas, kepentingan umum, dan prinsip tata kelola pemerintahan 

yang baik (good governance). Efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas 

perumusannya, tetapi juga oleh keberhasilan implementasi, koordinasi antarinstansi, 

pengawasan, serta evaluasi yang berkelanjutan. Selain itu, partisipasi masyarakat 

menjadi unsur penting dalam meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas kebijakan 

sehingga mampu menjawab kebutuhan publik secara responsif. Dengan demikian, 

kebijakan publik merupakan instrumen strategis yang menghubungkan proses 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan 

pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat (Setijaningrum, 2017). 

Pelayanan Publik 

Pelayanan publik merupakan fungsi utama birokrasi dalam memenuhi 

kebutuhan masyarakat melalui penyediaan barang, jasa, maupun layanan 

administratif secara adil, transparan, dan tanpa diskriminasi. Berdasarkan Pasal 1 

angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 

pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan setiap 

warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Regulasi 

tersebut memberikan kepastian hukum terhadap hubungan antara penyelenggara 

layanan dan masyarakat sekaligus mendorong terwujudnya pelayanan prima (service 

excellence). Seiring perkembangan tata kelola pemerintahan, paradigma pelayanan 

publik telah bergeser dari pendekatan birokratis menuju pelayanan yang berorientasi 

pada masyarakat (service-oriented), sehingga warga negara diposisikan sebagai 

subjek yang memiliki hak memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, transparan, 

dan akuntabel. Penerapan inovasi, seperti pelayanan terpadu dan pemanfaatan 

teknologi informasi, menjadi strategi penting untuk meningkatkan efisiensi 

pelayanan, memperkuat transparansi, serta meminimalkan praktik maladministrasi 

(Muliawaty & Hendryawan, 2020). 

Kualitas pelayanan publik ditentukan oleh kompetensi aparatur, ketersediaan 

sumber daya, dukungan anggaran, serta efektivitas sistem pengawasan internal. 

Menurut (Maryam, 2016), kualitas pelayanan tidak hanya diukur dari karakteristik 

https://journal.sahakreasindo.co.id/index.php/ar-rasyid


 

Volume 2 Nomor 7 - Juli 2026 

 
 

 

268  https://journal.sahakreasindo.co.id/index.php/ar-rasyid 

 

teknis layanan, tetapi juga dari kemampuan penyelenggara dalam memenuhi 

kebutuhan dan harapan masyarakat. Senada dengan itu, (Aswar & Engka, 2020) 

menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan pemberian jasa oleh pemerintah 

maupun pihak lain yang ditugaskan untuk memenuhi kepentingan masyarakat. 

Meskipun demikian, penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih 

menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, 

belum optimalnya budaya pelayanan, dan lemahnya kesadaran hukum aparatur. 

Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik memerlukan reformasi 

birokrasi yang berkelanjutan, penguatan kapasitas aparatur, serta sistem 

pengendalian intern yang efektif agar pelayanan yang diberikan mampu 

mewujudkan akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mendukung 

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) (Alfionita & Gunawan, 2020). 

Tinjauan tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem pengendalian 

yang terintegrasi dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan untuk 

memberikan keyakinan memadai terhadap tercapainya tujuan organisasi secara 

efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP 

diselenggarakan melalui lima unsur utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian 

risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan 

pengendalian intern. Kelima unsur tersebut saling berkaitan dalam membangun 

sistem pengendalian yang mampu mengidentifikasi, mencegah, dan meminimalkan 

risiko penyimpangan sejak dini. Dalam implementasinya, keberhasilan SPIP sangat 

dipengaruhi oleh komitmen pimpinan, integritas aparatur, budaya organisasi, serta 

efektivitas koordinasi antarunit kerja sehingga mampu mendukung terwujudnya tata 

kelola pemerintahan yang baik (good governance) (Gioh, 2021). 

Implementasi SPIP memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas 

fungsi pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), khususnya 

Inspektorat Daerah, melalui penguatan mekanisme pengawasan yang bersifat 

preventif maupun korektif. Penguatan SPIP juga memerlukan dukungan teknologi 

informasi agar proses pengawasan, pelaporan, dan pemantauan dapat dilakukan 

secara lebih akurat, transparan, dan berkelanjutan. Selain berfungsi melindungi aset 

daerah dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, tingkat maturitas 

SPIP menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun sistem 

pengendalian intern yang efektif. Oleh karena itu, implementasi SPIP yang didukung 

oleh kepemimpinan yang berintegritas, sumber daya manusia yang kompeten, serta 

budaya pengendalian yang kuat akan memperkuat efektivitas pengawasan 

Inspektorat dan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah 

yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan (Ali & Saputra, 2020). 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris 

untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap efektivitas fungsi 

pengawasan Inspektorat Kabupaten Lampung Timur. Pendekatan yuridis normatif 

dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai peraturan 

perundang-undangan, doktrin hukum, buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan 

sebagai landasan konseptual penelitian. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris 

dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh 

gambaran mengenai pelaksanaan SPIP dalam praktik. Data penelitian terdiri atas data 

primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan tiga 

informan utama, yaitu Inspektur Kabupaten Lampung Timur, Inspektur Pembantu 

Wilayah IV, dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), 

serta data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan 

yang mencakup observasi serta wawancara semi-terstruktur. Seluruh data yang 

diperoleh selanjutnya melalui tahapan seleksi, klasifikasi, inventarisasi, dan 

sistematisasi untuk menjamin kelengkapan serta kesesuaiannya dengan fokus 

penelitian. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif dengan mengintegrasikan 

temuan empiris dan kajian normatif untuk memberikan pemahaman yang 

komprehensif mengenai implementasi SPIP terhadap efektivitas fungsi pengawasan 

Inspektorat Kabupaten Lampung Timur. Hasil analisis kemudian disusun secara 

deskriptif dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir 

deduktif, yaitu menghubungkan prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum dengan 

fakta empiris yang ditemukan di lapangan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Efektivitas 
Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Lampung Timur  

Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten 

Lampung Timur merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pencegahan 

penyimpangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP 

merupakan proses yang terintegrasi dalam seluruh aktivitas pemerintahan dan 

menjadi tanggung jawab seluruh unsur organisasi. Dalam pelaksanaannya, 

Inspektorat Kabupaten Lampung Timur sebagai Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP) telah menggeser paradigma pengawasan dari pendekatan represif 

menuju pendekatan preventif melalui reviu, asistensi, dan pendampingan terhadap 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasil wawancara dengan Inspektur Kabupaten 

Lampung Timur menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan tidak lagi diukur 

dari banyaknya temuan hasil audit, tetapi dari kemampuan Inspektorat mencegah 
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potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan program dan penganggaran. 

Pendekatan tersebut mencerminkan penguatan fungsi pembinaan dalam mendukung 

terwujudnya prinsip good governance. 

Meskipun demikian, implementasi SPIP belum sepenuhnya berjalan optimal 

karena masih menghadapi berbagai kendala operasional dan kelembagaan. Luas 

wilayah pengawasan, banyaknya objek pemeriksaan hingga tingkat desa, serta 

keterbatasan jumlah auditor menyebabkan proses pengawasan belum dapat 

dilakukan secara menyeluruh. Selain itu, variasi kemampuan aparatur dalam 

mengelola administrasi keuangan dan menyusun dokumen pertanggungjawaban 

mengharuskan auditor tidak hanya menjalankan fungsi pemeriksaan, tetapi juga 

memberikan pembinaan teknis kepada perangkat daerah dan pemerintah desa. 

Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya kualitas penerapan manajemen risiko, di 

mana sebagian besar perangkat daerah masih memandang penyusunan dokumen 

penilaian risiko sebagai pemenuhan administrasi semata, sehingga belum mampu 

menjadi dasar yang efektif dalam penerapan pengawasan berbasis risiko. 

Analisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman 

menunjukkan bahwa efektivitas implementasi SPIP dipengaruhi oleh keterpaduan 

antara substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya 

hukum (legal culture). Dari aspek substansi, regulasi SPIP telah memberikan landasan 

normatif yang memadai, namun masih memerlukan sinkronisasi dengan kebijakan 

daerah agar lebih aplikatif. Dari aspek struktur, penguatan independensi APIP, 

peningkatan kompetensi auditor, serta penyediaan sarana pengawasan berbasis 

teknologi menjadi kebutuhan utama untuk meningkatkan kualitas pengawasan. 

Sementara itu, dari aspek budaya hukum, rendahnya kesadaran pengendalian intern, 

budaya formalitas dalam penyusunan dokumen risiko, dan masih adanya budaya 

ewuh pakewuh menjadi faktor yang menghambat efektivitas pengawasan. Oleh karena 

itu, optimalisasi implementasi SPIP memerlukan penguatan regulasi, peningkatan 

kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta pembentukan 

budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas, dan kepatuhan 

terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. 

Faktor Penghambat Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

terhadap Efektivitas Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Lampung Timur 

Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten 

Lampung Timur masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi 

efektivitas fungsi pengawasan Inspektorat. Hambatan tersebut tidak hanya berasal 

dari aspek regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas organisasi, 

sumber daya manusia, dan budaya birokrasi. Hasil wawancara dengan Inspektur 

Kabupaten Lampung Timur menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada 

belum optimalnya komitmen dan pemahaman pimpinan Organisasi Perangkat 
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Daerah (OPD) terhadap manajemen risiko. Sebagian besar OPD masih memandang 

pengawasan sebagai tanggung jawab Inspektorat semata, sehingga fungsi 

pengendalian intern belum terintegrasi dalam proses penyelenggaraan program dan 

kegiatan. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan lebih bersifat korektif 

dibandingkan preventif, sehingga efektivitas implementasi SPIP belum sepenuhnya 

tercapai. 

Selain faktor komitmen organisasi, keterbatasan sumber daya juga menjadi 

kendala penting dalam pelaksanaan SPIP. Berdasarkan keterangan Inspektur 

Pembantu Wilayah IV, jumlah auditor yang tersedia belum sebanding dengan luas 

wilayah pengawasan dan banyaknya objek pemeriksaan, khususnya pada 

pemerintahan desa yang mengelola dana desa dalam jumlah besar. Akibatnya, 

sebagian besar waktu pemeriksaan digunakan untuk memberikan pendampingan 

administratif dibandingkan melaksanakan audit kinerja maupun audit investigatif. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan personel dan kompetensi aparatur di 

tingkat desa menyebabkan fungsi pembinaan masih lebih dominan dibandingkan 

fungsi evaluasi, sehingga kapasitas Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan 

berbasis risiko menjadi kurang optimal. 

Hambatan implementasi SPIP juga diperkuat oleh keterbatasan sarana 

pendukung dan rendahnya kualitas dokumen pengendalian intern. Hasil wawancara 

dengan Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya mengungkapkan bahwa 

dokumen penilaian risiko yang disusun oleh sebagian besar OPD masih bersifat 

administratif dan sering kali hanya mengulang dokumen tahun sebelumnya tanpa 

analisis risiko yang sesuai dengan kondisi aktual. Selain itu, belum tersedianya sistem 

e-audit yang terintegrasi serta keterbatasan auditor yang memiliki kompetensi audit 

investigatif maupun audit forensik menyebabkan proses verifikasi dan deteksi dini 

terhadap potensi penyimpangan belum berjalan secara optimal. Situasi tersebut 

menghambat penerapan pengawasan yang efektif dan responsif terhadap 

perkembangan tata kelola pemerintahan. 

Temuan penelitian tersebut sejalan dengan Teori Efektivitas Hukum Soerjono 

Soekanto yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan 

dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, 

serta budaya hukum. Dalam konteks implementasi SPIP di Kabupaten Lampung 

Timur, hambatan yang muncul mencerminkan belum optimalnya sinergi antarfaktor 

tersebut. Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pengawasan, rendahnya 

kesadaran organisasi terhadap pentingnya pengendalian intern, serta budaya 

birokrasi yang masih bersifat paternalistik mengakibatkan pelaksanaan SPIP belum 

mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas 

SPIP memerlukan penguatan kapasitas APIP, modernisasi sistem pengawasan 

berbasis teknologi informasi, peningkatan kompetensi auditor, serta pengembangan 

budaya organisasi yang mendukung akuntabilitas dan prinsip good governance. 
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KESIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) dalam mendukung efektivitas fungsi pengawasan Inspektorat 

Kabupaten Lampung Timur telah mengarah pada pendekatan pengawasan yang 

bersifat preventif. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih 

dipengaruhi oleh berbagai kendala, antara lain keterbatasan jumlah dan kompetensi 

auditor, luasnya cakupan objek pengawasan hingga tingkat desa, serta belum 

optimalnya pemanfaatan sarana pendukung berbasis teknologi seperti e-audit. Selain 

itu, rendahnya pemahaman manajemen risiko pada perangkat daerah dan masih 

kuatnya budaya birokrasi yang cenderung menunda tindak lanjut rekomendasi hasil 

pemeriksaan turut menghambat efektivitas pelaksanaan SPIP. 

Faktor-faktor penghambat implementasi SPIP berasal dari aspek struktural 

maupun kultural yang saling memengaruhi efektivitas pengawasan internal. Kendala 

struktural mencakup keterbatasan sumber daya manusia, kompetensi auditor, 

jangkauan wilayah pengawasan, dan fasilitas pendukung, sedangkan kendala 

kultural ditandai oleh rendahnya kesadaran terhadap manajemen risiko serta budaya 

kerja yang belum sepenuhnya mendukung akuntabilitas. Oleh karena itu, 

peningkatan efektivitas SPIP memerlukan komitmen pemerintah daerah melalui 

penguatan kapasitas APIP, modernisasi sistem pengawasan berbasis teknologi, 

penyediaan anggaran yang memadai, serta pembangunan budaya organisasi yang 

berorientasi pada integritas, pengendalian risiko, dan penerapan prinsip-prinsip good 

governance. 
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